
GUBERNUR LAMPUNG 
PERATURA>V DAERAH PROVINS! LAMPUNG
 

NOMOR 8 TAHUN 2014
 

TENTANG
 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 

PROVlNSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

GUSERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 903-3507 Tahun 2014 tentang Rancangan Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Provinsi Larnpung 
Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubemur 
Lampung tcntang Penjabaran Perubahan Angga.mn 
Pendaparan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 
Anggaran 2014; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a Gubernur Lampung telah 
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tent.ang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinai 
Lampung Tahun Anggaran 2014; 

c.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014. 

Mcngingat 1.	 Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung 
dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Surnatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); 

3.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelcnggaraan Negara yang Ber sih dan Bebas dari Korupsi, 
Ko111Si dan Nepotisme [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tamhahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 3851); 

4.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 temang 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

5.	 Undang-Undang Nomor 1 . Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembarun Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

6.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Ncgara (Lembaran 
Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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7.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2004 Namor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ten tang 
Perubaban Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nemer 4844); 

9.	 Undang-Undang Nomor 33 'I'ahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10.	 Undang-Undang Nomor 28 Tehun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 50491; 

11.	 Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 'Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13.	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepubIik 
Indonesia Nomor 4575); 

14.	 Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Ncgare 
Republik Indonesia Nomor 52721; 

15.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pcngclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Ncgara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16.	 Peraturan Pcmcrintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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17.	 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

18.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2007 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

19.	 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah NomOI 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

20.	 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pcmberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Ncgara Republik Indonesia Nomor 5161); 

21.	 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22.	 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Ncgare Republik 
Indonesia Nomor 5219); 

23.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Da1am Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

25.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tabun Anggaran 2014; 

26,	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 
ten tang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Lampung Tabun 2005-2025, (Lembaran Daerali 
Prcvinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6); 

27.	 Pcraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan 
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi 
Larnpung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Dacrah 
Provinsi Larnpung Nomor 315); 
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28.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tataketja Sekretariat Daerah Provinsi 
dan Sekretariat DPRD Provinei (Lembaran Dacrah Provinsi 
Lampung Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Dacrah 
Provinsi Lampung Nomor 341) sebagaimana te1ah diu~~ 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi 
Lampung Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Dacrah 
Provinsi Lampung Nomor 400); 

29.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja lnspektcrat, Badan 
Perencanaan Pembangunan- Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah Provinsi Lampung {Lembaran Daerah Provinsi 
Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Lampung Nomor 342) eebagaimana te1ah diu bah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi 
Lampung Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Dacrah 
Provinsi Lampung Nomor 401); 

30.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung NomOI 13 Tahun 2009 
tcntang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Prcvinsi 
Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 
Nornor 13, Tambahan Lembaran Dacrah Prcvinsi Lampung 
Nomor 345) sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Lampung NomOI 4 Tahun 2014 (Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan 
Lcmbaran Daerah Provinsi Lampung nomor 402); 

31.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tata Ketja Lembaga Lain sebagai 
Bagian dari Perangkat Dacrah pada Pemerintah Provinsi 
Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung 
Nemer 344), sebagaimana telah diubah dengan pcraturan 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 403); 

32.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nemer 6 Tahun 2014 
tentang Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMDI Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Lampung NomOI 404); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! LAMPUNG 
dan 

GUBERNUR LAMPUNG 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS] LAMPUNG 
TAHUN ANGGARAN 2014. 

Pasal1 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2014 semula berjurnlah Rp.4.298.707.767.170,70 bertambah sejurnlah 
Rp.278.083.283.622,43 sehingga menjadi Rp.4.576. 791.050.793,13 
dengan rincian sebagai berikut: 
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1. Pendapatan Daerah 
a.	 Sernula Rp. 4.298.707.767.170,70
 

278.083.283.622,43
b. Bertambah "R",p~._~====="'-'''' 

Jumlah pendapatan setelah	 Pernbahan Rp. 4.576.791.050.793,13 
2. Belanja Daerah 

a. Semula	 Rp. 4.318.205.382.172,29 
b. Bertambah Rp. 297.772.177.953,56 
.Jumlah be1anja setelah Pernbahan B1L-3.615.977.560.125,85 
Surplns setelah pernbahan Rp. (39.186.509.332,72) 

3.	 Pembiayaan Daerah : 
a. Penerirnaan 

1. Semula	 Rp. 25.997.615.001,59 
2. Bertambah Ro. 15.118.894.331,13 

Jumlah penerimaan setelah Pernbahan Rp. 41.116.509.332,72 
b. Pengeluaran
 

L Sernula Rp. 6.500.000.000,00
 
2. Bertambah Rp. 14.570.000.000.001 

Jumlah pengeluaran sctclah Perubahan Rp. 1.930.000.000,00 
Pembiayaan Netto sete1ah perubahan Rp. 39.186.509.332,72 

Sisa Lebih Pembiayaan setelah perubahan Rp.	 0,00 

Pasa12 

(1)	 Pendapatan Daerah Sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Pendapatan Ash Daerah 

I) Semu1a Rp. 2.005.245.670.263,70 
2) Bertarnbah Rp. 252.887.432.758,43 
.Jumlah Pendapatan Asli Daerah sete1ah Pernbahan Rp. 2.258.133.103.022,13 

b. Dana Perimbangan 
1) Semula Rp. 1.471.956.083.907,00 
2) Bertambah Rp. 61.697.300.864.00 
Jumlah Dana Perimbangan setelah Pernbahan Rp. 1.533.653.384.771,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
1) Semu1a Rp. 821.506.013.000,00 
2) Bertambah Rp. 136.501.450.000.00) 
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
setelah Pernbahan Rp. 785.004.563.000,00 

(2)	 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pendapatan: 
a. Pajak Daerah 

I) Semula Rp. 1.789.309.000.000,00 
2) Bcrtambah Rp. 249.889.947.614,00 
.Iumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 2.039.198.947.614,00 

b. Retribusi Daerah 
I) Semula Rp. 7.896.840.500,00 
2) Bertambah Rp. (109.687.680,00) 
Jumlah Retribusi Daerah sete1ah Perubahan Rp. 7.787.152.820,00 
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c. Hasil Pcngelolaan kekayaan daorah yang dipisahkan 
11 Somula Rp. 24.352.983.163,70 
21 Bertambah Rp. 1.178.548.85l,88 
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan setelah Pcrubahan Rp. 25.53l.532.0 l5,58 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
11 Semula Rp. 183.686.846.600,00 
2)'Bcrtambah Rp. 1.928.623.972,55 
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
setelah Perubahan	 Rp. 185.615.470.572,55 

(3)	 Dana pcrimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dan jenis 
pendapatan: 
a.	 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 

11 Semula Rp. 287.051.422.907,00 
21 Bertambah ElL- 61.697.300.864,00 
Jumlah Dana bagi hasil pejek/begi hasil bukan pajak 
setelah Perubahan Rp. 348.748.723.771,00 

b. Dana alokasi umum 
1) Semula Rp. 1.136.053.041.000,00 
2) Bertambah Rp. ,00 
Jumlah Dana alokasi umum sctclah Perubahan Rp. 1.136.053.041.000,00 

c. Dana alokasi khusus 
1) Semula Rp. 48.851.620.000,00 
2) Bertambah !"RQP.~~-=-----:---:-__~,O~O 
Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 48.851.620.000,00 

(41	 Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (11 huruf c 
terdiri dari jenis pcndapatan: 
a. Hibah 

1) Semula Rp. 22.497.133.000,00 
[2.694.000.000,00)2) Bertambah ,R",p,,-.__~=""'''''-'''''''''''-''-'
 

.Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. 19.803.133.000,00
 

b.	 Dana darurat 
l) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah ,R",p,,-._,.---, 0,00""-"'" 
Jumlah Dana darurat setelah Perubahan Rp. 0,00 

c.	 Dana Bagi Hasil Pajak 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah ,R",p,,-. 0,00""-"'" 
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 0,00 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
11 Semula Rp. 787.908.880.000,00 
2) Bertambah Rp. [33.807.450.000,00) 
.Jumlah Dana Penyesuaian dan Otsus sete1ah Perubahan Rp. 754.101.430.000,00 

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari 
pemerintah daerah lainnya 
1) Semula Rp. l1.l00.000.000,00 
2) Bertambah Rp. 0,00 
Jumlah Bantuan keuangan dan provinsi atau dari 
pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 11.100.000.000,00 
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Pasal3 

(I) Belanja Daerab sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung 

I) Semula Rp. 2.101.431.889.898,29 
2)·Bertambah Rp. 138.326.475.001,11 
Jumlab Belanja Tidak Langsung setelah Perubaban Rp. 2.239.758.364.899,40 

b. Belanja Langsung 
I) Semula Rp. 2.216.773.492.274,00 
2) Bertambab Rp. 159.445.702.952,45 
Jumlab Belanja Langsung setelah Perubaban Rp. 2.376.219.195.226,45 

(2)	 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
belanja: 
a. Belanja pegawai 

11 Semula Rp. 599.415.921.421,55
 
2) Berkurang "R"p,-. 0,00
-"'-"" 
Jumlah Belanja pcgawai setelah Perubahan Rp. 599.415.921.421,55 

b. Belanja bunga 
I) Semula Rp. 0,00
 
21 Bertambah !'R'!'pc-. 0,00
--"'= 
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan Rp.	 0,00 

c. Belanja subsidi 
I) Semula Rp. 0,00
 
2) Bertambab "R,jip~. 0,00
--"'= 
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan Rp.	 0,00 

d. Belanja hibab 
I) Semula Rp. 951.865.930.919,00 
2) Bertambah Rp. [66.211.700.000,001 
Jumlab Belanja hibab setelah Perubahan Rp. 885.654.230.919,00 

e. Belanja bantuan sosial 
I) Semula Rp. 1.115.000.000,00 
21 Bertambah Rp. 5.000.000.000,00 
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 6.115.000.000,00 

f. Belanja bagi basil 
II Semula Rp. 522.787.637.552,00 
21 Bertambah Rp 200.308.175.000,00 
Jumlah Belanja bagi hasi1 setelah Perubaban Rp. 723.095.812.552,00 

g. Belanja bantuan keuangan 
I) Semula Rp. 20.228.400.000,00 
2) Bertambah Rp. 0,00 
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubaban Rp. 20.228.400.000,00 

h. Belanja tidak terduga 
I) Semu!a Rp. 6.019.000.005,74 
2) Bertambah Rp. [769.999.998,89) 
Jumlab Belanja tidak terduga setelah Perubaban Rp. 5.249.000.006,85 
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(3) Belanja Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
belanja: 

a. Belanja pegawai 
1) Semula Rp. 90.288.827.000,00 
2) Bertambah Rp. 24.350.228.500,00 
Jumlab Belanja pegawai setelab Perubahan Rp. 114.639.055.500,00 

b. Belanja barang dan jasa 
1) Semula Rp. 1.269.547.998.665,00 
2) Bertambah Rp. 49.406.842.852,85 
Jumlab helanja barang dan jasa setelab Perubaban Rp. 1.318.864.841.517,85 

c. Belanja modal 
1) Semula Rp. 857.026.666.609,00 
2) Bertamhab Rp. 85.688.631.599,60 
Jumlab Belanja modal sete1ah Peruhaban Rp. 942.715.298.208,60 

Pasal4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa11 terdiri dari : 
a. Penerimaan 

1J Semula Rp. 25.997.615.001,59 
2) Bertamhab Rp. 15.118.894.331,13 

J umlab Penerimaan setelah Peruhaban Rp. 41.116.509.332,72 

b. Pengeluaran 
11 Semula Rp. 6.500.000.000,00 
2) Bertambah Rp. [4.570.000.000,00) 
Jurnlah Pengeluaran sete1ah Perubahan Rp. 1.930.000.000,00 

(21 Penerimaan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) huruf a terdiridari jenis pcmbiayaan 
a.	 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) 

I) Semula Rp. 25.997.615.001,59 
2) Bertamhab Rp. 15.118.894.331,13 
Jumlab SILPA TA. sebe1umnya sete1ah Peruhaban Rp. 41.116.509.332,72 

b.	 Pencairan dana cadangan 
1J Semula Rp. 0,00 
2) Bertamhab Rp. 0,00 
Jurnlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00 

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan 
I) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambab ~ 0,00 
.Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan 
sete1ab Perubaban Rp. 0,00 

d. Penerimaan pinjaman daerah 
I) Semula Rp. 
2) Bertambah Rp. 

0,00 
0,00 

Jumlah Penerirnaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp.	 0,00 
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e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 
1) Semula Rp. 0,00 
21 Bertambah Rp. 0,00 
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 0,00 

f. Penerimaan piutang daerah 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah Rp. 0,00 
.Iumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. 0,00 

(3)	 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dan jenis 
Pembiayaan: 

a. pembentukan dana cadangan 
11 Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah Rp. 0,00 
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00 

b.	 penyertaan modal [investasi] pemerintah daerah 
I) Semula Rp. 6.500.000.000,00 
2) Bertambah Rp. [4.570.000000,001 
J umlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 
setelah Perubahan Rp. 1.930.000.000,00 

c. Pembayaran pokok utang 
lJ Semula Rp. 0,00 
21 Bertambah Rp. 0,00 
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp. 0,00 

d.	 Pemberian pinjaman daerah 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah Rp. 0,00 
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,00 

Pasa15 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, yang meliputi: 

1. Lampiran I	 Ringkasan Perubahan APBD; 
2. Lampiran II	 Ringkasan Perubahan APED menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi SKPD; 
3. Lampiran III	 Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Be1anja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program dan Kegiatan; 
5. Lampiran V	 Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI	 Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
7. Lampiran VlI	 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang te1ah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 
9. Lampiran IX	 Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Dacrah. 
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Program dan Kegiatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
 
Anggaran 2014 yang sumber dana dan peruntukkannya berasal dari Pemerintah Daerah dan
 
Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan jika telah diperoleh kepastian penerimaan dati 
sumber-sumber tersebut. 

Pasal7 

Gubernur .menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Pasal8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Provinsi Larnpung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal, 11-09- 2014 

• 
PARAF KOORDINASI 

1 I WAKIL GUBERNUR 
2 SEKDAPROV t1 
3 ASISTEN IV !f 
4 KARO KEUANGAN . iof V 

5 KARO HUKUM 

GUBE~PUNG. 

M. RlDHO F1CARDO 

Diundangkan di Telukbetung 
pada tanggal , 11-09- 2014 

SEKRETARlS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

~ 
Ir. ARlNAL DJUNAIDI 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19560617 198503 1005 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR ...e.
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG ( ...i/lEfl..... / .~lI.'ll)
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